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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis potensi teknologi blockchain sebagai alternatif infrastruktur uang 

elektronik syariah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi 

sistem pembayaran sesuai prinsip Islam. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi 

literatur dari berbagai sumber seperti BI, OJK, KNEKS, dan DSN-MUI, penelitian ini menemukan 

bahwa blockchain dengan karakteristik desentralisasi dan Smart Contract mampu memperkuat 

keadilan serta akuntabilitas transaksi syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi 

tantangan berupa keterbatasan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, dan rendahnya literasi 

masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan 

lembaga syariah untuk membangun regulasi terpadu yang mendukung pengembangan uang 

elektronik syariah berbasis blockchain yang aman, transparan, dan sejalan dengan maqāṣid syarīʿah.  

Kata Kunci: Blockchain, Uang Elektronik Syariah, Smart Contract, Keuangan Islam, Infrastruktur 

Digital. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi finansial (financial technology / fintech) telah merevolusi 

sistem pembayaran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan uang elektronik (e-

money) kini menjadi instrumen utama dalam transaksi digital masyarakat modern. Namun, 

dalam konteks keuangan syariah, implementasi uang elektronik masih menghadapi 

tantangan besar, terutama dalam memastikan sistem pembayaran tetap sesuai dengan prinsip 

Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Sistem 

pembayaran konvensional yang bersifat terpusat sering kali dinilai kurang optimal dalam 

aspek keamanan, transparansi, dan efisiensi, khususnya untuk transaksi berbasis akad 

syariah.  

Teknologi blockchain muncul sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan 

tersebut. Dengan karakteristik desentralisasi dan catatan transaksi permanen (immutable), 

blockchain menjanjikan sistem pembayaran yang lebih transparan, aman, dan efisien. 

Melalui fitur Smart Contract, transaksi dapat berjalan secara otomatis sesuai prinsip syariah, 

meminimalkan potensi manipulasi, serta memastikan keadilan dalam distribusi keuntungan. 

Dalam konteks uang elektronik syariah, pengembangan berbasis blockchain perlu 

mempertimbangkan elemen kunci seperti penggunaan stablecoin berbasis aset riil, audit 

syariah dan teknis secara paralel, pemantauan transaksi real-time, serta regulasi adaptif yang 

melibatkan otoritas keuangan dan dewan pengawas syariah.  

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim sekitar 87% dan tingkat 

pertumbuhan industri keuangan syariah mencapai 12% per tahun, memiliki potensi besar 

untuk mengimplementasikan blockchain dalam pengembangan uang elektronik syariah. 

Inovasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga memperluas 

inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan 

perbankan konvensional. Meski demikian, tantangan seperti kesiapan infrastruktur digital, 

kepastian hukum atas aset digital, dan kebutuhan regulasi yang sejalan dengan maqasid 
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syariah masih perlu diatasi.  

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai perspektif terkait integrasi blockchain 

dalam keuangan syariah. Rahmawati dan Huda (2021) menegaskan bahwa penerapan 

blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan 

terdistribusi yang meminimalkan risiko kecurangan serta menjaga kepatuhan prinsip 

syariah. Sementara itu, Ismail, Ahmed, dan Khan (2022) menyoroti potensi Smart Contract 

untuk mengotomatisasi akad sesuai ketentuan syariah, dengan catatan bahwa 

keberhasilannya sangat bergantung pada regulasi dan pengawasan otoritas syariah. Nugroho 

dan Ramadhani (2023) menambahkan bahwa stablecoin berbasis emas berpotensi menjadi 

alternatif uang elektronik syariah dengan dukungan aset riil yang menjaga  

stabilitas nilai.  

Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penerapan blockchain secara 

umum dalam keuangan syariah atau pada aspek stablecoin sebagai instrumen pembayaran. 

Belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah blockchain sebagai infrastruktur utama 

dalam pengembangan produk uang elektronik syariah di Indonesia. Berdasarkan 

kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan blockchain 

sebagai alternatif infrastruktur uang elektronik syariah di Indonesia dengan fokus pada 

manfaat, tantangan implementasi, dan rekomendasi regulasi yang diperlukan.  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

teori fintech syariah sekaligus menjadi pedoman praktis bagi regulator dan pelaku industri 

dalam mewujudkan sistem pembayaran digital yang aman, transparan, dan sesuai prinsip 

syariah. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi 

literatur (library research) yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis 

pemanfaatan teknologi blockchain sebagai alternatif infrastruktur uang elektronik syariah di 

Indonesia. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, 

laporan resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi 

dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta fatwa DSNMUI yang relevan dengan sistem 

pembayaran syariah dan teknologi blockchain. Pengumpulan data dilakukan melalui 

penelusuran literatur dengan seleksi berdasarkan relevansi tema dan tahun terbit (2020–

2025). Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik 

(thematic analysis) untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan implementasi, serta 

rekomendasi regulasi yang mendukung pengembangan produk uang elektronik syariah 

berbasis blockchain di Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pemanfaatan Blockchain sebagai Infrastruktur Uang Elektronik Syariah  

Perkembangan teknologi digital yang pesat dalam dua dekade terakhir telah 

membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Salah 

satu inovasi yang kini mendapat perhatian luas adalah teknologi blockchain, yaitu sistem 

pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan proses transaksi berlangsung 

dengan tingkat keamanan dan transparansi yang sangat tinggi. Dalam konteks keuangan 

Islam, blockchain memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan uang elektronik 

syariah karena prinsip kerjanya sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan 

kejujuran yang diajarkan dalam Islam.  

Teknologi blockchain mencatat seluruh transaksi dalam bentuk rantai blok yang 

saling terhubung dan tidak dapat diubah (immutable). Setiap transaksi baru harus 
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diverifikasi oleh banyak pihak dalam jaringan (nodes), sehingga meminimalkan peluang 

terjadinya manipulasi data atau praktik kecurangan. Proses ini menciptakan sistem 

keuangan yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Dalam pengembangan uang 

elektronik syariah, sifat desentralisasi ini memiliki peran penting karena mengurangi 

dominasi lembaga sentral serta memperkuat prinsip musyarakah dan amanah dalam 

pengelolaan dana umat. Semua pengguna dapat mengakses informasi transaksi secara 

terbuka tanpa khawatir akan penyalahgunaan data, sehingga menciptakan rasa kepercayaan 

di antara pengguna sistem keuangan syariah digital.  

Selain aspek keamanan, blockchain juga memberikan efisiensi yang signifikan dalam 

proses pembayaran dan transfer dana. Sistem uang elektronik syariah berbasis blockchain 

dapat mempercepat penyelesaian transaksi tanpa bergantung pada pihak ketiga, seperti bank 

atau lembaga kliring. Mekanisme ini menurunkan biaya administrasi dan mengurangi 

waktu pemrosesan, sehingga lebih sesuai dengan prinsip efisiensi dan keadilan dalam 

ekonomi Islam. Menurut hasil penelitian Agus Arwani (2024), penerapan blockchain 

mampu mendorong peningkatan transparansi, memperkuat akuntabilitas transaksi, serta 

menciptakan sistem pembayaran syariah yang lebih aman dan efisien.  

B. Tantangan Implementasi Blockchain dalam Uang Elektronik Syariah  

1. Tantangan Regulasi dan Kepatuhan Syariah  

Salah satu tantangan paling mendasar dalam penerapan uang elektronik syariah 

berbasis blockchain di Indonesia terletak pada aspek regulasi dan kepastian hukum. 

Teknologi blockchain, yang bersifat desentralisasi dan global, belum sepenuhnya 

diakomodasi dalam sistem hukum keuangan nasional. Meski Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan telah membuka ruang inovasi digital melalui sandbox regulasi, namun 

payung hukum khusus yang mengatur operasional uang elektronik syariah berbasis 

blockchain masih terbatas.  

Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi lembaga keuangan syariah dalam 

mengadopsi teknologi baru karena belum ada jaminan hukum yang kuat atas status legal 

transaksi berbasis blockchain, termasuk perlindungan konsumen, sertifikasi halal, serta 

pengawasan terhadap kepatuhan syariah (Sharia Compliance).  

Dalam konteks ini, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

berperan penting dalam merumuskan fatwa digital yang menegaskan batasan syariah dalam 

penggunaan teknologi blockchain. Namun, mekanisme penerbitan fatwa digital dan 

implementasi akad berbasis Smart Contract masih memerlukan penyempurnaan agar dapat 

menjawab dinamika transaksi digital yang berkembang sangat cepat.  

2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan SDM Syariah Digital  

Penerapan blockchain dalam sistem keuangan syariah menuntut dukungan 

infrastruktur digital yang kuat dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Di 

Indonesia, masih terdapat kesenjangan besar antara potensi teknologi dengan kemampuan 

lembaga keuangan dan SDM untuk mengoperasikannya.  

Sebagian besar lembaga keuangan syariah masih berada pada tahap digitalisasi dasar 

seperti mobile banking dan belum sepenuhnya mengadopsi sistem blockchain. Kurangnya 

tenaga ahli yang memahami baik aspek teknis blockchain maupun prinsip fikih muamalah 

menyebabkan proses integrasi teknologi ini berjalan lambat.  

Hal ini sejalan dengan temuan Atikah et al. (2023) dan Saadatirrohmi et al. (2024) 

yang menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi syariah digital tidak hanya ditentukan oleh 

kesiapan teknologi, tetapi juga oleh literasi dan keahlian pelaku industri untuk memadukan 

prinsip syariah dengan algoritma teknologi.  
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3. Keamanan Data dan Risiko Keuangan Digital  

Meskipun blockchain dikenal dengan sistem keamanan tinggi karena sifatnya yang 

terenkripsi dan tidak dapat dimodifikasi, namun tantangan tetap muncul pada aspek 

perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan teknologi. Risiko kebocoran data, 

peretasan, atau manipulasi Smart Contract tetap dapat terjadi jika tidak ada sistem audit dan 

pengawasan syariah yang ketat.  

Selain itu, belum adanya standar audit syariah digital untuk sistem berbasis 

blockchain menjadikan aspek pengawasan transaksi masih lemah. Pengawasan ganda—

baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam— dibutuhkan untuk memastikan 

keamanan dan keabsahan transaksi. Hidayanto et al. (2024) menekankan pentingnya sinergi 

antara regulator dan otoritas keuangan syariah dalam menetapkan mekanisme audit yang 

mampu menjaga kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak konsumen dalam sistem 

keuangan digital.  

4. Kesenjangan Literasi dan Penerimaan Masyarakat  

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap 

konsep uang elektronik syariah berbasis blockchain. Sebagian besar masyarakat Muslim di 

Indonesia masih menganggap teknologi blockchain identik dengan mata uang kripto yang 

berisiko tinggi dan spekulatif. Pandangan ini menimbulkan resistensi dan kebingungan 

terhadap pemanfaatan blockchain yang sebenarnya halal jika diterapkan dengan prinsip 

syariah.  

Penelitian Judijanto et al. (2024) dan Fitriyani (2024) menunjukkan bahwa meskipun 

masyarakat muda Muslim antusias terhadap fintech, mereka masih kurang memahami akad, 

prinsip halal-haram, serta dasar hukum transaksi digital. Akibatnya, banyak pengguna yang 

tidak menyadari apakah platform yang digunakan telah sesuai syariah atau justru 

mengandung unsur riba dan gharar.  

Untuk itu, peningkatan literasi keuangan digital syariah menjadi prioritas utama. 

Edukasi publik melalui dakwah digital, pelatihan akademik, hingga integrasi kurikulum 

ekonomi Islam berbasis teknologi di sekolah dan perguruan tinggi dapat membantu 

masyarakat memahami penggunaan uang elektronik syariah dengan benar dan aman.  

5. Integrasi antara Regulasi, Fatwa, dan Inovasi Teknologi  

Penerapan blockchain dalam uang elektronik syariah juga menuntut adanya 

sinkronisasi antara regulasi negara, fatwa ulama, dan inovasi industri. Saat ini, peraturan 

dari lembaga seperti OJK dan BI sering kali belum sejalan dengan interpretasi hukum Islam 

terkait akad digital. Misalnya, pengesahan kontrak elektronik berbasis Smart Contract 

masih diperdebatkan karena belum ada standar baku yang menjamin kesesuaiannya dengan 

kaidah fikih muamalah.  

Selain itu, lembaga fatwa perlu beradaptasi dengan mekanisme verifikasi otomatis 

dalam blockchain untuk memastikan setiap transaksi berjalan sesuai prinsip syariah. Hal ini 

membutuhkan kolaborasi erat antara ahli teknologi, fuqaha, dan regulator dalam 

merumuskan model fatwa dan kebijakan yang progresif namun tetap berlandaskan maqāṣid 

syarīʿah.  

6. Tantangan Etika dan Moral dalam Ekonomi Digital Syariah  

Dalam ekosistem digital yang serba cepat, muncul pula tantangan etika, yaitu 

bagaimana memastikan pengguna dan pelaku industri tetap berperilaku sesuai nilai Islam 

seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial.  

Teknologi blockchain memang mampu mengawasi transaksi secara otomatis, tetapi 

tidak dapat menggantikan dimensi moral manusia.  
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C. Rekomendasi Regulasi dan Strategi Pengembangan  

 Pengaturan dan Kebijakan dalam Pengembangan Uang Elektronik Syariah Berbasis 

Blockchain di Indonesia  

1. Kerangka Regulasi dan Dasar Hukum  

Perkembangan uang elektronik berbasis syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari peran hukum positif dan kebijakan publik yang mengatur sistem keuangan nasional. 

Secara normatif, dasar hukum utama pengembangan uang elektronik syariah mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang  

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta berbagai Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur  penyelenggaraan 

teknologi finansial (financial technology/fintech).  

Selain  itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 

tentang uang elektronik syariah menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa 

transaksi digital tetap sejalan dengan prinsipprinsip syariah, seperti larangan terhadap unsur 

riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).  

Dalam konteks implementasi teknologi blockchain, kerangka hukum tersebut perlu 

diperkuat dengan regulasi yang mengatur tata kelola aset digital dan transaksi berbasis 

Smart Contract. Sistem blockchain yang terdesentralisasi memerlukan aturan yang 

menegaskan tanggung jawab penyedia layanan, perlindungan data pengguna, serta 

mekanisme audit syariah secara digital agar setiap transaksi tetap transparan dan sesuai 

prinsip muamalah Islam.  

2. Prinsip Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)  

Kebijakan pengembangan uang elektronik syariah berbasis blockchain berorientasi 

pada kepatuhan terhadap hukum Islam yang menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan 

tanggung jawab. Dalam hal ini, setiap produk keuangan digital harus melalui proses 

sertifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau DSN-MUI untuk memastikan tidak 

terdapat praktik riba, ketidakpastian akad, maupun spekulasi berlebihan.  

Blockchain berperan memperkuat kepatuhan tersebut melalui pencatatan transaksi 

permanen dan verifikasi otomatis, sehingga sistem pembayaran syariah dapat diaudit 

dengan mudah dan transparan. Teknologi Smart Contract juga berpotensi menjadi 

instrumen penjamin kepatuhan syariah karena dapat mengotomatisasi akad-akad seperti 

wakalah, murabahah, mudharabah, atau ijarah tanpa campur tangan manusia yang 

berpotensi menimbulkan pelanggaran syariah.  

3. Peran Pemerintah dan Otoritas Keuangan  

Pemerintah memiliki peran sentral dalam membangun infrastruktur hukum dan 

teknologi yang mendukung keuangan digital syariah. Melalui koordinasi antara Bank 

Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Nasional Ekonomi dan 

Keuangan Syariah (KNEKS), berbagai kebijakan diarahkan untuk mendorong inovasi 

sekaligus menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.  

Beberapa kebijakan penting yang telah diterapkan meliputi:  

a. PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang 

memberikan ruang uji coba (sandbox) bagi pengembang fintech syariah.  

b. PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Sistem Pembayaran, yang menekankan integrasi 

layanan digital dengan prinsip transparansi dan keamanan transaksi.  

c. POJK No. 77/POJK.01/2016 dan aturan turunan terkait layanan keuangan berbasis 

teknologi, yang mulai mengakomodasi produk syariah dalam ruang inovasi finansial 

digital.  
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4. Sinergi Regulasi dan Inovasi Teknologi  

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan uang elektronik syariah berbasis 

blockchain adalah kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kesiapan regulasi. 

Blockchain mampu menghadirkan sistem transaksi yang efisien dan aman, tetapi tanpa 

aturan yang jelas, risiko penyalahgunaan dan pelanggaran prinsip syariah tetap terbuka.  

Pemerintah perlu menyusun pedoman nasional terkait:  

a. Standarisasi Smart Contract syariah,  

b. Keamanan data dan privasi pengguna,  

c. Audit digital syariah berbasis blockchain, serta  

d. Prosedur penyelesaian sengketa digital melalui lembaga arbitrase syariah seperti 

BASYARNAS.  

5. Implikasi Kebijakan dan Arah Pengembangan  

Penerapan blockchain dalam uang elektronik syariah menuntut kebijakan yang 

responsif terhadap perkembangan ekonomi digital global.  

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim dan ekosistem fintech yang tumbuh 

pesat, memiliki potensi besar menjadi pusat keuangan syariah digital dunia.  

Kebijakan yang ideal harus tidak hanya memfasilitasi inovasi, tetapi juga memastikan 

perlindungan konsumen dan keadilan transaksi. Dengan demikian, arah pengaturan ke 

depan perlu difokuskan pada:  

a. Integrasi hukum nasional dan fatwa syariah dalam sistem keuangan digital.  

b. Peningkatan literasi keuangan syariah untuk masyarakat pengguna uang elektronik.  

c. Kolaborasi kebijakan lintas lembaga (BI, OJK, DSN-MUI, dan KNEKS).  

d. Penguatan riset dan standarisasi blockchain halal untuk menjamin kepatuhan syariah 

di setiap lapisan sistem.  

Jika kerangka hukum dan kebijakan ini berjalan konsisten, uang elektronik syariah 

berbasis blockchain tidak hanya akan menjadi inovasi teknologi, tetapi juga instrumen 

ekonomi yang membawa keberlanjutan, keadilan, dan keberkahan bagi masyarakat 

Indonesia (Almiski dkk.,2025).  

 

KESIMPULAN 

penerapan teknologi blockchain sebagai infrastruktur uang elektronik syariah di 

Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan sistem keuangan yang aman, 

transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan mekanisme 

desentralisasi dan fitur smart contract, blockchain mampu mengotomatisasi akad-akad 

syariah seperti murabahah, mudharabah, dan wakalah secara adil serta bebas dari unsur riba, 

gharar, dan maisir. Inovasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat 

akuntabilitas, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat yang belum terjangkau 

layanan perbankan konvensional. Namun, keberhasilan implementasinya masih bergantung 

pada kesiapan regulasi, infrastruktur digital, serta literasi masyarakat terhadap teknologi 

keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, 

OJK, DSN-MUI, dan KNEKS dalam membentuk regulasi terpadu, sertifikasi syariah 

digital, serta kebijakan yang adaptif agar penerapan blockchain benar-benar sejalan dengan 

maqāṣid syarīʿah dan mampu menjadikan Indonesia sebagai pelopor keuangan syariah 

digital yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.  

Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan 

otoritas terkait seperti Bank Indonesia, OJK, DSNMUI, serta KNEKS memperkuat 

kolaborasi dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung 

penerapan teknologi blockchain dalam sistem uang elektronik syariah. Regulasi tersebut 
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perlu mencakup standarisasi smart contract, mekanisme audit dan sertifikasi syariah digital, 

serta perlindungan data pengguna agar seluruh transaksi tetap transparan dan sesuai dengan 

prinsip syariah. Selain itu, peningkatan literasi keuangan digital syariah di kalangan 

masyarakat juga sangat penting agar pengguna memahami manfaat dan tata cara 

penggunaan uang elektronik syariah berbasis blockchain dengan benar. Lembaga 

pendidikan tinggi dan pelaku industri diharapkan berperan aktif dalam melakukan riset 

lanjutan terkait penerapan blockchain pada akadakad syariah serta menyiapkan sumber daya 

manusia yang kompeten di bidang teknologi dan keuangan Islam. Dengan langkah-langkah 

tersebut, pengembangan uang elektronik syariah berbasis blockchain dapat berjalan optimal, 

berlandaskan maqāṣid syarīʿah, dan memberi manfaat luas bagi perekonomian umat di era 

digital. 
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